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PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 06 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI NUNUKAN,

bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan piatigan
terhadap pemberian Surat Izin Tempat Usaha bagngora
perorang atau badan usaha diperlukan dana opesbhsigang
memadai ;

bahwa untuk melaksakan maksud huruf a dan aehggya
peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu diatoeta@an tarif
penerbitan Surat Izin Tempat Usaha ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana slichalalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturandbaintang
Retribusi Izin Tempat Usaha;

Undang - Undang Gangguan (Hinder Ordonanti) statsb
Tahun 1926 Nomor 226 setelah beberapa kali diubah d
ditambah terakhir dengan Ordonantic Staatsblad Tabh®40
Nomor 14 dan 450 ;

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitalang -
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembarajarde
Republik Indonesia Nomor 3209) ;

Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Us&dsl
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 NMordo
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nogihil)3

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang eReas
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahe®b
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 3587);



5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pagedrdh

10.

11.

12.

dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik lesian
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Riepub
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah adeng
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang PerubAkes
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Petulkem
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara kepub
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembarayarde
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Retakan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@4 20
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Irslane
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Pamnatur
Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 T&db
tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 3anrat04
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 MoB8o
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nod@i8)4

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pengdra
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintalzara®
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noh26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NodRf)4

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 terRataksanan
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitaddog —
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembarajarse
Republik Indonesia Nomor 3258) ;

Peraturan Pemeritah Nomor 25 Tahun 2000 tentangeKamgan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daetaho@
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nobdo
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoSti2)3

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 arignt
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 NMd0a,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noo2i2)4

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tgnRetribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@l 20
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane
Nomor 4139);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tab0d 2

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran rBae
Kabupaten Nunukan Nomor 06 Seri D Nomor 06) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomorahui 2005

tentang Izin Tempat Usaha.

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Menetapkan

dan
BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN

TEMPAT USAHA.

BAB |
KETENTUAN UM UM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupateoksn ;

Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaima
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 196farng
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinabupaten
Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomofahilin
1999 ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnysebdit
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabopate
Nunukan;

4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nunukan;

5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabuyatekan ;

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertelibidang

Pemberian Surat Izin Tempat Usaha yang melaksanaigmasnya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;



7. Bendaharawan khusus Penerima yang selanjutnya utliseb
bendaharawan khusus adalah bendaharawan penertaaDi@as
Pendapatan Kabupaten Nunukan ;

8. Badan adalah suatu bentuk yang meliputi Perseroaaias,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Ugaditila
Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama datulbe
apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsyad&n atau
Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana PensiunuBdssaha
Tetap serta bentuk usaha lainnya ;

9. Usaha adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yamgrkian secara
teratur dalam suatu bidang dengan maksud mensamikngan ;

10.1zin tempat usaha yang selanjutnya disebut izilahd&in yang
diperlukan untuk mendirikan tempat usaha yandatij@an secara
teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksedcani
keuntungan ;

11.Surat Izin Tempat Usaha, yang selanjutnya disingtat) adalah
naskah yang berisikan ketentuan yang mengatur ipa&nizyang
dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

12 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau bagtang menurut
ketentuan peraturan Perundang-undangan retribusiajidkan
untuk melakukan pembayaran retribusi.

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertgging merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatiasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yangdmgkutan.

14. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah selargutiapat disingkat
SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib redriluntuk
melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusg ytaerutang
menurut peraturan retribusi.

15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnyatddipingkat SKRD
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukaaringa pokok
retribusi.

16.Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya damanhgkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dtau sanksi
administarsi berupa bunga dan atau denda.

17.Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya dasatgkiat SSRD
adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakatukirmelakukan
pembayaran atau penyetoran retribusi yang terukankps Daerah
atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkanBugiati.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar safaya dapat
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusangy
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribagria jumlah
kredit retribusi lebih besar dari pada retribushyaerutang atau
tidak seharusnya terutang.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar gétaya dapat
disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusangy



menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribwsienia
jumlah kredit retribusi lebih kecil dari pada rbtrsi yang terutang.

20. Surat Ketetapan Keberatan adalah surat keputusankaberatan
yang diajukan oleh wajib retribusi terhadap SKRBuatiokumen
lain yang dipersamakan diantaranya SKRDKB, SKRDK&an
SKRDLB.

21.Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Nunukan.

22.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk amenc
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keteraagamya
dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewayjibaibusi
dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakarenkean
peraturan perundang-undangan retribusi.

23.Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Dhemdalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidijavai Negeri
Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencserta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuanig tindak
pidana dibidang retribusi yang terjadi serta meri@nu
tersangkanya.

BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi 1zin Tempat Usaha dikenaketnilfesi atas pemberian
Izin Tempat Usaha.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pembddin Tempat Usaha yang
diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam wilayabupaten Nunukan yang
meliputi sebagai berikut :

a. golongan usaha kecil;
b. golongan menengah; dan
c. golongan usaha besar.

(2) Penggolongan usaha sebagaimana dimaksud pada(lgyakan ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badag yeendapatkan pelayanan
penerbitan Izin Tempat Usaha.



